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KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0041791.AH.01.07.TAHUN 2016
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
PERKUMPULAN KELOMPOK TANI SRI REJEKI DUSUN MEDALEM BARAT DESA PRAYUNGAN
KECAMATAN SUMBERRE)O

Menimbang . a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris ELVI HANDAYANI, SH., M.KN , sesual
salinan Akta Nomor 124 Tanggal 12 Maret 2016 yang dibuat oleh ELVI
HANDAYAN!, SH., M.KN tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpuian
KELOMPOK TANI SRI REJEKI DUSUN MEDALEM BARAT DESA PRAYUNGAN
KECAMATAN SUMBERREJO tanggal 02 April 2016 dengan Nomor Pendaftaran
6016040235100870 telah sesuai dengan persyaratan pengesahan Badan Hukum
Perkumpulan;

b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu
menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang
Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan KELOMPOK TANI SRI REJEKI DUSUN
MEDALEM BARAT DESA PRAYUNGAN KECAMATAN SUMBERRE]O;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU . Memberikan pengesahan badan hukum:
PERKUMPULAN KELOMPOK TAN! SRi REJEKI DUSUN MEDALEM BARAT DESA
PRAYUNGAN KECAMATAN SUMBERRE]O
Berkedudukan di KABUPATEN BOJONEGORO, sesuai salinan Akta Nomor 124
Tanggal 12 Maret 2016 yang dibuat oleh Notaris ELVI HANDAYANI, SH., M.KN yang
berkedudukan di KABUPATEN BOJONEGORO.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 05 Aprii 2016.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
~ REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Tt 1o
Dr. FREDDY HARRIS, S.H., L.LM., ACCS

DICETAK PADA TANGGAL 05 April 2016



FENGAYOMAN "}

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0041791.AH.01.07.TAHUN 2016
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
PERKUMPULAN KELOMPOK TANI SRI REJEKI DUSUN MEDALEM BARAT DESA PRAYUNGAN
KECAMATAN SUMBERREJO

1. Susunan Organ Perkumpqlan
T

' | JABATAN

SLAMET 3522120907690001 PENGURUS KETUA

MUKRI 3522120907520004 PENGURUS SEKRETARIS
ALI PAMUJI 3522122508750006 PENGURUS BENDAHARA

ROCHMADIYAH 3522120101610009 PENGAWAS PENGAWAS

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 05 April 2016.

a.n MENTER! HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK iNDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,
v
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Dr. FREDDY HARRIS, S.H., L.LM,, ACCS

DICETAK PADA TANGGAL 05 April 2016




